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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan
Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang”, dalam melakukan penelitian
skripsi ini menggunakan pendekatan Empiris (#ield Research). Dengan masalah yang
dibahas adalah bagaimana proses dan bentuk daripada pelaksanaan perlindungan
terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang dan apa saja yang
menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban
pelecehan seksual tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses
pelaksanaannya UPPA Polrestabes Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, serta Women's
Crisis Centre Palembang senyatanya telah berjalan dengan cukup baik serta sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun budaya patriaki
menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam proses pelaksanaan
perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang.
Budaya yang menganggap bahwa perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dari
Laki-laki dan menimbulkan sebuah perasaan Inferioritas atau perasaan rendah diri
oleh korban pelecehan seksual tersebut.

Kata Kunci: Perempuan, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan berupa kondisi yang sedemikian rupa hingga realisasi antara
jasmani dan mental aktualnya berada bawah redisasi potensianya. Kekerasan
rentan terjadi pada perempuan, umumnya kekerasan terhadap perempuan tersebut
selalu berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Hal ini bukanlah tanpa
sebab melainkan karena kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dalam
bentuk apapun dan ruang lingkupnya adalah karena adanya dominasi budaya |aki-
laki terhadap perempuan.'Dominasi budaya ini membentuk suatu pola hubungan
yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan pola inferioritas dan
superioritas, faktor inilah yang sebenarnya menjadi titik permasalahan dari pada
adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berimplikas pada realitas
kehidupan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.?

Ironi, kata inilah yang sepertinya cocok untuk diungkapkan jika melihat
kondisi kaum perempuan masakini di Indonesia. Perempuan yang pada dasarnya

haruslah di hormati, dijunjung, dan dilindungi bukan hanya karena garan

! B. Rudie Harnoko. Jurnal Hukum Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan, diakses
darihttp://e-journd .iainpekal ongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16, Tanggal 16 Agustus
2019. Pukul 09.37 WIB.

?lbid.



agama ataupun berbagai hukum yang mengatur, namun sering kali menjadi target
sasaran dari berbaga tindak kejahatan khususnya pelecehan seksual. Pelecehan
sering dianggap sebagai suatu perilaku menyimpang, oleh sebab tindakan tersebut
memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan
seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.®Artinya, pelecehan
seksual di sini dapat berupa sebuah tindakan tidak senonoh yang di tujukan oleh
pelaku kepada korban seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan berbicara
atau berucap kata kata yang “vulgar” atau tidak sepantasnya yang bernuansa tidak
senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan dan pernyataan tidak
senonoh itu tidak menyukainya.

Posisi perempuan di kehidupan sosial masyarakat realitanya belum sejajar
dengan laki-laki meski upaya untuk mengarah ke ha itu sudah lama ada dan
masih terus dilakukan. Faktor sosial, kultural, dan institusional yang seringkali
memposisikan perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada laki-
laki menjadi penyebab pokok keyakinan tersebut masih ada dan terus tertanam
dalam kehidupan sosia masyarakat. Andlisis gender selalu menemukan bahwa
sebagian kaum perempuan mengalami subordinasi, marginaisasi, dominasi
bahkan lebih menyedihkannya lagi adalah adanya kekerasan yang mengarah

kepada moral offense dan sexual harassment.* Dua permasalahan diatas nyatanya

% Rohan Colier,1998,Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas
Yogyakarta:PT. Tiara Y ogya, Cet, ke-1, him.4

* Romli Atmasasmita1995 Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung:
Mandar Mgju, him. 103.



bukan sgja menjadi masalah nasional dari suatu negara semata namun juga jadi

suatu permasalahan yang patut menjadi perhatian dunia secara global.

Di Indonesia sendiri telah mengatur dan menetapkan beberapa

perundangan yang bisa menjadi payung hukum sebagai dasar perlindungan bagi

kaum perempuan dari berbagai macam kondisi kekerasan dan diskriminasi yang

mungkin didlaminya. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap

perlindungan perempuan dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan

di Indonesiaantaralain:

1.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

CEDAW (Convention on the Elimination of all from Discrimination Agains
Women) yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 Tentang Pengesahan Konvens Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender

(PUG).



8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksaan Pengarus Utamaan gender di
Daerah.

Berdasarkan Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan (CATAHU)
kekerasan terhadap Perempuan semakin kompleks dan beragam. Dengan
intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik diranah domestik, publik
maupun negara. Dengan jumlah kasus 406.178 Kekerasan terhadap perempuan
yang mana terjadi dalam rentang tahun 2007 - 2018 ini intensitas tersebut

meningkat hingga 14% dari tahun lalu.”

> Komnas perempuan, “korban Bersuara, Data Bicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara® diakses dari  https.//www.komnasperempuan.
go.idffile/Catatan%20T ahunan %20K ekerasan%20T erhadap%20Perempuan%202019.pdf. Tanggal 21
Agustus 2019.Pukul 17.55 WIB.



Tabel 1.1
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019

Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas
Perempuan dari tahun ke tahun.

Di Provins Sumatera Selatan kasus kekerasan terhadap perempuan
berdasarkan data Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan (Women's Crisis Centre)
Palembang menyebutkan bahwa selama tahun 2018 sgja tercatat ada 133 kasus,
mayoritas kasus tersebut terjadi di Kota Palembang sebanyak 89 kasus dan
sissanya tersebar di 16 Kabupaten di Sumatera Selatan.’® Untuk jenisjenis
kejahatan sendiri berdasarkan monitoring diketahui kasus tertinggi yaitu kasus
pemerkosaan dan pelecehan seksual mencapai 37% selanjutnya adalah kekerasan

dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT sebanyak 27%.’

® Rgja Adil Siregar, “Pemerkosaan atau pelecehan seksual dominasi kekerasan di sumsel”,
diakses dari https.//news.detik.com/berita/4365955/pemerkosaanpel ecehan-seksual -dominasi-kekeras
an-perempuan-di-sumsel. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.Pukul 19.13 WIB.

7 1bid.



Negara dalam hal ini melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor
5 Tahun 2010 menetapkan peraturan tentang Panduan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Kemudian sebagai upaya atau
komitmen dari keputusan tersebut Pemerintah Kota Palembang melalui Peraturan
Wali Kota Palembang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Palembang (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2013) membentuk
suatu unit pelayanan teknis yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Namun kemudian P2TP2A kini telah dialihkan ke dalam suatu struktur
kepengurusan berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang selanjutnya disebut
dengan UPTD guna menunjang pelayanan yang lebih baik berdasarkan Surat
Keputusan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang kemudian sebagai
bentuk komitmetnya dalam ha perlindungan terhadap perempuan Pemerintah
Kota Pdembang menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

UPTD menjadi wadah dan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam upaya



memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering kali menjadi objek
tindak kejahatan termasuk pel ecehan seksual.

Adapun Kelembagaan terkait dalam pelaksanaan perlindungan terhadap
perempuan korban pelecehan seksual ini tercantum dalam Peraturan Daerah
Provinss Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 8 dan Pasal 9. Sebagaimana Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) yang dimaksud dengan Pasa 8 Ayat (1) terdiri dari
unsur Pemerintah Provinsi dan unsur dari lembaga terkait di luar pemerintah
provisi. Dan juga sesua dengan Pasal 9 nya mencantumkan bahwa
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan atau anak korban
kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian, dan Lembaga Terkait lainnya.

Dengan adanya kententuan tersebut diharapkan bahwa kaum perempuan
khususnya yang memiliki permasalahan di ranah pelecehan seksual tidak perlu
takut atau bingung harus kemana mengadu ketika hal-hal yang tidak diinginkan
tersebut diatas terjadi padanya. Kaum perempuan memiliki hak dan payung
hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap keahatan yang dialaminya
khususnya terkait permaslahan pelecehan seksual.

Kegahatan kesusilaan tidaklah muncul secara tibartiba, namun adanya

proses pelecehan yang mulanya dianggap sebagai hal yang biasa tapi kemudian



bermuara pada kejahatan® Kejahatan seksual terutama terhadap perempuan
merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi yang mana seharusnya
perempuan berhak untuk memperoleh dan menikmati perlindungan dalam
berbagai bidang kehidupan. Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi
terhadap perempuan dikarenakan system tata nilai yang menundukan perempuan
sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan masih
dianggap sebagal second class citizens.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang
menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang menyangkut ‘perbuatan cabul’ pasal 289 KUHP yang merupakan tindak
kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran
hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan.®

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
menulis  skrips dengan judul: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA

PALEMBANG.

® Marcheyla Sumera, E-Jurna UNSRAT.Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual
Terhadap Perempuan, diakses dari https://gournal.unsrat.ac.id/index.php /lexetsocietatig/article/
viewFile/%201748/1389, tanggal 5 September 2019.Pukul 18.35 WIB.

° R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor:Politeia, him.210.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil suatu permasalahan
yang dapat diangkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi
permasalahan tersebut antaralain :
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan
seksual di Kota Palembang?
2. Apa sga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang pada akhirnya akan
menjelaskan secara rinci jawaban-jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang.
2. Mengidentifikass dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan

seksual di Kota Palembang.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
Dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum
dan khususnya dalam bidang hukum pidana. Terlebih bagi pembaharuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di
bidang perlindungan terhadap perempuan di Indonesia serta berguna bagi
yang berminat atau bagi yang ingin mempelgjari masalah ini lebih lanjut.

2. Dari Segi Praktis
Menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun
masyarakat kota Palembang tentang upaya perlidungan bagi perempuan
korban pelecehan seksual terkhususnya yang terjadi di Kota Palembang dan

untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana.

E. Ruang Lingkup pendlitian
Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas,
penulisan skripsi ini akan dititik beratkan pada penelusuran terkait pelaksanaan
perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Palembang
yang mana dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian kepada beberapa
instans pemerintah dan Lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan
permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Instansi pemerintah dan Lembaga

terkait tersebut antara lain: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
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Polrestabes Palembang, Women's Crisis Centre (WCC Palembang), Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

K ota Palembang.

F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan hukum

Teori ini merupakan sadah satu teori yang penting untuk dikaji karena
terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
Masyarakat dalam hal ini berada pada posisi yang lemah, dimana pengertian
dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya)

memperlindungi.™
Menurut Philipus M. Hadjon', bahwa sarana perlindungan hukum
dibagi dalam dua macam: Sarana perlindungan hukum preventif dan sarana

perlindungan hukum represif.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M .Friedman
Menurut Lawrence, terdapat 3 (tiga) komponen yang harus ada secara

ideal dalam system hukum yakni:

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/lindung, tanggal 31
Agustus 2019. Pukul 11.35 WIB.

1 Philipus M. Hadjon, 2000, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Cetakan ke-V,
Surabaya: PT. Bina llmu, him. 30
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a  Struktur Hukum (Legal Structure)
Berupa kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum guna
mendukung kinerja dari system hukum itu sendiri. System hukum
mencakup institusi-institiusi dan aparatur penegak hukum.

b. Substansi Hukum (Legal Subtance)
Substansi hukum adalah aturan, produk yang dihasilnya oleh orang-orang
yang berada di dalam system hukum.

c. Kultur Hukum (Legal Culture)
Adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum mencakup
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya atau dengan kata lain
suasana pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan sebagaimana

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

G. Metode Penelitian
1. JenisPenelitian
Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini addah “Metode
Penelitian Empiris’ yakni dengan meneliti data yang diperoleh secara
langsung (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder).*
Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam melakukan

penelitian hukum terbagi menjadi:*

12 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Ul Press, him. 52.
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a Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

2. Pendlitian terhadap sistematika hukum;

3. Pendlitian terhadap taraf sinkronasi hukum;

4. Pendlitian terhadap sgarah hukum;

5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
b. Penelitian sosiologis atau empiris:

1. Penelitian terhadap Indentifikasi hukum;

2. Pendlitian terhadap efektifitas hukum.

2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkai semua Undang-Undang
dan Pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.**
b. Pendekatan Studi Kasus (Case Sudy Approach)
Pendekatan Studi Kasus dilakukan dengan metode riset yang
menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk

meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai

13 Soerjono Soekanto dalam Soejono dan Abdurahman, 1997, Metode Penelitian Hukum,
Jakarta:Sinar grafika, him.55.

4 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Univeritas Indonesia
Press, him. 96.
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aspek individu, kelompok suatu program, organisasi, atau peristiwa secara

sistematis.®®

3. Lokas Penelitian

Untuk memperoleh data empiris penulis memilih lokasi penelitian pada
beberapa instansi pemerintah dan lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan
pembahasan skripsi ini, yaitu: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
Polresta Paembang, Women's Crisis Centre (WCC Paembang), Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Palembang.

Lokas tersebut penulis pilih karena instansi pemerintahan dan Lembaga
Swadaya Masyarakat tersebut dirasa memiliki data-data yang berkaitan
dengan objek penelitian dari skripsi ini yaitu mengenai Pelaksanaan
Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksua di Kota

Palembang.

15 Rachmat K riyantono, 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: K encana, him. 20.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara
Yaitu dengan cara tatap muka langsung antar pribadi, ketika
wawancara mengaj ukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk
memperol eh jawaban-jawaban dengan objektif dari pendlitian.

2. Studi Kepustakaan
Yaitu dengan studi pustaka dilakukan melalui cara mempelaari,
dan mengutip teori-teori sejumlah literatur, baik dari buku dan
karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibuat oleh
penulis serta dengan memperolen dan mengkaji peraturan
perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan

penelitian, dan juga penelusuran melaui internet.

5. AnalisisData
Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan
diolah dan dianaliss secara kuditatif normatif artinya analisis data
berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik
secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian
diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku,

kemudian ditarik suatu kesimpulan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Arief Gostia, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Pressindo.

Abdul Manan, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Prenede Medi.

Abdullah Syukur, 2007, Kumpulan Makalah Sudy Implementas Latar
Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya  dengan
Pembangunan, Ujung Pandang: Persadi.

Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Jakarta Ghalia
Indonesia.

Bambang Wauyo, 2012, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi,
Jakarta:Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

dan Muladi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana,
Bandung:Alumni.

Collier, 1998. Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan
Minoritas. Alih Bahasa: Hariati, E.N. Y ogyakarta: Tiara Wacana.

Christina Yulita, dkk. 2012, Buku Saku A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan
Laporkan! ,Jakarta:Komite Nasional Perempuan Mahardhika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Kamus Bahasa Indinesia,
Jakarta: Balai Pustaka.

Hans Kelsen, 2008, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung:
NusaMedia

16



17

Ishag, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Mayer dkk, 2000, Sexual Harassement, New Y ork:Princeton Petrocelly Book
Inc.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di
Indonesia, Surakarta:Universitas Sebelas Maret.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Krbijakan Hukum
Pidana, Bandung:Citra Adi Bakti.

Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada

Philipus M. Hadjon, 2000, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia
Cetakan ke-V, Surabaya: PT. Bina llmu.

R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung:Politeia.

, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Bogor:Politea.

Romli Atmasasmita. 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan
Kriminologi.Bandung: Mandar Maju.

Rohan Colier, 1998, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan
Minoritas, Yogyakarta:PT. Tiara'Y ogya.

Rachmat Kriyantono, 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta:
Kencana

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:PT Citra Adiya Bakti.

Soerjono  Soekanto, dalam Sogono dan Abdurahman, 1997, Metode
Penelitian Hukum, Jakarta:sinargrafika.

, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press.

, 2007, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta:Univeritas
Indonesia Press.




18

, 2019, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali.

SF, Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administras
Negara, Y ogyakartaUll Press.

Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang
Pengesahan Konvenss Mengenai  Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat

Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017, Tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

INTERNET

Glosarium, 2014, Pengertian Perlindungan Hukum menurut ahli, diakses dari
https:// tesis hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-
para-ahli/.

Komnas perempuan, “korban Bersuara, Data Bicara sahkan RUU
Penghapusan Kekerasan SeksualSebagai Wujud Komitmen Negara’
diaksesdarihttps.//www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20T ahu
nan%20K ekerasan%20T erhadap%20Perempuan%202019.pdf.




19

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/lindung.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/leceh

Raja Adil Siregar, “Pemerkosaan atau pelecehan seksual dominasi kekerasan
di
sumsel” diaksesdarihttps://news.detik.com/berita/4365955/pemerkosaa
npel ecehan-seksual -dominasi -kekerasan-perempuan-di-sumsal.

JURNAL
B. Rudie Harnoko. E-Jurnal IAIN Pekalongan, Di Balik Tindak kekerasan

Terhadap Perempuan.Diakses dari http://e-journal .iainpekalongan.ac.id
/index.php /Muwazah/article/view/16/16.

Dian Dwi Nur Rahma, et.a, Bibliotheraphy: Self Help Book Meningkatkan
SHft Concept Pada Korban Sexual Harassement, Psikostudia: Jurnal
Psikologi Vol.6 No.2, Desember 2017.

Marcheyla Sumera, JurnalHukum,E-Jurnal UNSRAT,Perbuatan Kekerasan
atauPelecenan  Seksual Terhadap  Perempuan.Diakses  dari
https://gjournal .unsrat.ac.id
/index.php/lexetsoci etatis/article/viewFile/%201748/1389.

Mariani Idrus, 2015, Jurnal Hukum: Sstem Hukum Indonesia, Diakses Dari
https.//www.academia.edu/29828279/SISTEM_HUKUM _INDONESI
A.

Sri Endah Kinasih, Perlindungan dan Penegakkan HAM terhadap Pelecehan
Seksual, Jurnal FISIP Universitas Airlangga, diakses dari
http://journal.unair.ac.id/filer PDF/Perlindungan %20dan%
20Penegakan%0HAM .pdf.



	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9(1).pdf

